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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUI(AN

ITOMOR | 3,a2 I Ktl.O3.2-Kpt I 65o,g I 2ol23

TENTAIYG
SK TIM PEIYY-T'SUN DAN TIU PENILIU PEITGEITDALIAIT INTERN ATAS

PEUTFORAN I(EUANGAIT {PIPKI PADA PEMILIIIAN UMUM
KABUPATEIT NUNUKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIIIAN UMUM I(ABUPATEN NUNUI(Ail,

Menimbang a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17 |PMK.O9 120 19 tentang
Pedoman Penerepan, Penilaian, dan Peviu
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah hrsat untuk mendukung prosrs
pen]rusunan Laporan Keuangan Semester II
tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17 |PMK.O9 120 19 tentang
Pedoman Penerepan, Penilaian, dan Peviu
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Rrsat wajib dilakukan oleh
Kementerian llembaga untuk mendukung
penlmsunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 222 |PMK.05 120 16 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor l7U PMK.05 120 15 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyampaikan Laporan
Keuangan Kementerian Negara l Lemb aga wajib
menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana
dimaksud, dipandang perlu unutuk membentuk
Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim
Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana



Mengingat

tersebut pada humf d perlu ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan.

1. Undang- Undang RI No. LT Tahun2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 No. 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2OO4

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OO);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OLT tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor
I82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61O9);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kine rJa lntansi
Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2OL3 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.O5 120 16 tentang Penerapan Standar
Almntansi Pemerintah Berbasis Akmal pada
Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
LT lPMK.Og 12019 tentang Pedoman Penerapan,



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Rrsat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
I7L/PMK.OS 12022 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

L2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
232 IPM'K.OS 12022 tentang Sistem Akuntasi
dan Pelaporan Keuangan Instansi;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor L4 Tahun 2O2A
tentang T\rgas, Ftrngsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten f Kota. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
eel;

L4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
I24 lKpts/KPU lTahun 2022 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran
076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan Nomor DIPA SP DIPA-
076.01.2.658864 12023 tanggal 30 November
2022

MEMUTUSKAIT
: KEPUTUSAN SEKRTTARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEIT NUITUKAil TENTANG TIM
PEIYYUSUil DAN TIM PEITILIU PENGEITDALIAN
rrrTERN ATAS PEL/IFORAN KEUANGAIT (PrPKl.

Membentuk Tim Penyuslrn dan Tim Penilai PIPK
dengan suslJ.nan keanggotaan sebagaimana
tercamtum dalam Lapiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini.



KEDUA

KETIGA

: Tim Pen5rusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam
dictum KESATU

: Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam
dictum KESATU

: Pembagian tugas dan tanggu jawab Tim Pen5rusun
dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.O9 /2019 tentang
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

: Biaya yang diperlukan sehubungan dengan
diterbitkannya keputusan ini dibebankkan pada
DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan
Bagran Anggaran O76 tahun Anggaran 2023.

1 Nama Ansar, ST.,M.[.Pol
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum
dan Loeistik

Jabatan

2 Nama Abdurahman
Jabatan Bendahara Pengeluaran

3 Nama Sri Andriyanti
Jabatan Operator SAKTI Modul GL Pelaporan,

Modul Aset, Modul Persediaan dan
Modul Piutang, Modul Komitmen

4 Nama Darsono
Jabatan Staf Pengelola Keuanga"n
Nama Fadli, A.Md5
Jabatan Staf Pelaksana

1 Nama Ansar, ST.,M.I.Pol
Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umu.m

dan Loeistik
2 Nama Akhmad Fadillah, S.IP

Plt. Kepala Sub Bagran Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hupmas

Jabatan

Amir, S.Pd3 Nama
Plt. Kepala Sub Bagr€Ln Perencana&o,
Data dan Informasi

Jabatan

4 Nama Eko Tezuh Santoso, SH
Jabatan Kepala Sub Baeian Hukum dan SDM

5 Nama Aprrs Sutikno
Jabatan Staff Pelaksana

6. Nama Jurhanto, SH
Jabatan Staff Pelaksana

7 Nama Rasmi, S.Kom
Staff PelaksanaJabatan

KEEMPAT



KELIMA

Satinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Hukum dan Sumber Daya Manusia

toso

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September
2023 sampai dengan Februari 2024 dengna
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 04 September 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMITIHAN UMUM

I(ABUPATEN NUNUI(AN,
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